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PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan 

PT. Salam Pasific Indonesia Lines merupakan badan usaha yang berbentuk badan 

hukum dan perusahaan yang melayani jasa freight container rute Surabaya menuju 

Ambon. Masing-masing perusahaan melakukan penetapan harga pada jasa freight 

container rute Surabaya menuju Ambon pada tahun 2017 sampai dengan 2018. 

Barang-barang yang ada dikota Ambon, baik barang sembako ataupun barang 

kebutuhan lain untuk pembangunan semuanya didatangkan dari Surabaya 

menggunakan kontainer kapal laut. Adapun rumusan masalah penelitian ini 

adalah:(1)Bagaimana Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container 

Periode 2017-2018.(2)Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam 

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018.(3)Bagaimanakah pandangan Hukum 

Islam terkait Perjanjian Penetapan harga dalam Industri Jasa Freight Container. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah (1)Sebelum bulan Agustus 2017 harga 

jasa freight container ketika itu tidak wajar dan terlalu rendah sehingga masing-

masing perusahaan mengalami kerugian. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017, 

PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific 

Indonesia Lines (SPIL) membuat surat kenaikan tariff freight container, dan pada 

tanggal 24 Agustus 2017 PT Tanto Intim Line juga ikut membuat surat kenaikan 

tariff freight container. (2)Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 menyatakan 

keempat perusahan tersebut melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

sudah tepat dengan adanya surat perjanjian nomor 351/T.K/IX/2017, 

191/TE.MKT/SBY/VIII/2017, 399/SUB-SLS/07.17, 0887/SPIL/CMD/VIII/2017. 

(3)Berdasarkan perjanjian PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, 

Tbk, PT Meratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) tersebut 

termasuk dalam Maslahah Mursalah. 
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